
WALIKOTA SEMARANG

PROVINSIJAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNG」 AWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
eelanji-DaErah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

nelanja- OaErah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih
lanjui dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Atggaran 2Ol7 '

:1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yoryakarta;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385 I );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Negara (Lembaran Negara RePublik

2O03 tentang Keuangan
Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan iembaran Negara
Nomor 4286);

Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuan[an Antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuingan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4654);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tal:Lun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [rmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun



2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O 10 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Peny'usunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laptran kit".rttg".t Pertanggun gj awaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

ig,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2771;

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinj aman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52 19);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentar.g Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 52721;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5533);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OlZ tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan
Badan Pemeriksa Keuangan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

31 . Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1),sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Paj ak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang



Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018

NJrrro.4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor-4 Tahun 2011 tentang
"" 

ir":"f.-n."toran lLemba.^., D""..Ih Kota Semarang Tahun 2011

;G;. +, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

iii,- ".u"g"i-ana 
teiah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

il;;*d Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

p"r.t r."i Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

p.j^f. n."to."n (Lembaran Daera'h Kota Semarang Tahun 2018

Nomor 5, Tambairan Lembaran Daerah Nomor 127);

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
"" 

ir":"[ flituran (Lembaran Daeral Kota Semarang Tahun_2011

No?.. 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
peraturai Daerah Kota semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

37. peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Paj ak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun-2011

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

s3);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang

Taiun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 54);

39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2O11 tentang
Paj ak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011

No'mor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

ss);

40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota

Se-marang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 56);

41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 201 1

Nomor 1O, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor

57\;

42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 58);

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota

Selmarang Tahun 2011 Nomor i3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 60);

44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa
kaii terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1



Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomorl);

45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang (lrmbaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 130);

46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentarrg

Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perubahan itas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol2 ter:.tang

Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);

47. peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

fafrin Anggaran 2Ol7 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 16);

48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentan.g

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2Ol7 (l-embaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 10);

49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 00 Tahun 2018 tentang- 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

eeianji-Oaerah Kota Semarang Tahun 2017 (kmbaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 0 0);

50. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang

Tahun 2016 Nomor 129), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhr dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahuo 2Ol7

tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Semarang

Nomoi t29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun

Anggaian 2017 (Berita baerah Kota Semarang Tahun 2O17

Nomor 37);

51. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2Ol7 terrtang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Semarang Tahun 20 17 (Berita Daerah Kota

Semarang Tahun 2017 Nomor 54);
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MEMUTUSKAN:

WALIKOTA PEN」ABARAN
ANGGARANMenetaPkan :  PERATURAN TENTANG

PERTANGGUNG」AWABAN
PENDAPATAN DAN BELAN」 A
ANGGARAN 2017.

PELAKSANAAN
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun Anggaran 2Ol7 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain PendaPatan Daerah Yang Sah

Jumlah PendaPatan
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanj a Bantuan Sosial
6) Belanja Bantuan Keuangan
7) Belanja Tidak Terduga

b. Belanj a Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Moda1

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah PembiaYaan Neto

Sisa Lebih PembiaYaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp  l.791886.378674,00
Rp  l.640978.289.914,00
Rp    531.709.638.996.00

Rp  3 964.574.307584,00

Rp  l.333771.945.375,00
Rp             O,00
Rp               O,00
Rp     50.294266,542,00
Rp      9 706.290.201,00
Rp       984.257.700,00
Ro        96.908900,00
Rp  l.394853668.718,00

Rp.   141.111367.534,00
Rp  l.517618.522.223,00
Rp.  1.275.359.088.966.00

Ro. 2.934.088.978.723,00

Rp  4.328942.647.441,00
Rp  r364.368.339857,00)

Rp   818.140112.812,00
Rp    26 136.956.739,00
Ro   792 003.156.073,00

Rp  427 643.816.216,00

Ringkasan Laporan Realisasi
I tercantum dalam LamPiran

Pasal 2

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I Peraturan Walikota ini.
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Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran l,aporan Realisasi Anggaran.

Pasa1 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

L,ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tangga1 30 Aぅostυ

' 2018

Diundangkan di Semarang
pada tanggal Ю A9υ燃  20tS

町 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 61

HENDRAR PRIHADI

Attζ R」猛Ю


